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Penelitian ini bertujuan mengkaji dan menganalisis Pengaturan dalam 
Perundang-undangan dapat memberikan penguatan kelembagaan kepada 
Gubernur dalam menjalankan kewenangannya sebagai Wakil Pemerintah Pusat 
di Daerah, mengkaji dan menganalisis sinergitas Gubernur sebagai wakil 
Pemerintah Pusat di Daerah dalam mensinergikan hubungan kewenangan yang 
efektif antara Pemerintah Provinsi dengan pemerintah Kabupaten/Kota, serta 
mengkaji dan menganalisis pola hubungan antara Daerah Provinsi dengan 
Daerah Kabupaten/Kota dalam kaitannya dengan pelaksanaan tata 
pemerintahan yang baik. 
 
Penelitian ini dilaksanakan di lingkup Kementerian Dalam Negeri Republik 
Indonesia, yakni Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum. Dalam cakupan yang 
lebih kecil, penelitian dilaksanakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan 
beberapa pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, yakni Pemerintah 
Kota Makassar, Pemerintah Kota Palopo, Pemerintah Kota Parepare, 
Pemerintah Kabupaten Gowa, Pemerintah Kabupaten Maros, Pemerintah 
Kabupaten Takalar, dan Pemerintah Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini 
merupakan penelitian yang bersifat sosio-yuridis, yakni mengkaji hukum secara 
normatif dan juga mengkaji hukum tersebut dalam pelaksanaannya. Sampel 
penelitian ditetapkan dengan teknik purposive sampling dan merupakan 
representasi dari aparat pemerintahan daerah secara keseluruhan di Indonesia. 
 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Pengaturan dalam perundang-
undangan yang dapat memberikan penguatan kelembagaan kepada gubernur 
dalam menjalankan kewenangannya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah 
diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Sebagai turunan dari undang-
undang ini, lahir beberapa peraturan lainnya, baik dalam bentuk peraturan 
pemerintah sampai dengan peraturan menteri. 2) Gubernur sebagai wakil 
pemerintah pusat di daerah dalam mensinergikan hubungan kewenangan yang 
efektif antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota 
didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah 
Nomor 38 Tahun 2007, dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011. 
Gubernur adalah sebagai one single command (kesatuan komando), yaitu 
Gubernur memantapkan koordinasi antar level pemerintahan dan memperkuat 
sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta mendukung 
efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah daerah. 3) Pola hubungan 
antara gubernur dengan bupati/walikota dalam kaitannya dengan pelaksanaan 
tata pemerintahan yang baik adalah Pemerintah Provinsi/Gubernur diposisikan 
sebagai Intermediate government dimana Pemerintah Provinsi/Gubernur menjadi 
titik tengah antara pemerintah pusat dengan pemerintah kabupaten/kota.. 
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